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ABSTRAK 

Penelitian ini Bertujuan untuk mengetahui Efektivitas Penerapan Sistem E-Court Dalam Peradilan 

Modern Di Pengadilan Negeri Kelas II Rembang dilatarbelakangi oleh ditetapkannya PERMA 

Nomor 7 Tahun 2022 atas Perubahan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara 

dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik. Permasalahan yang dibahas adalah : 1. 

Efektivitas Sistem e-Court dalam proses beracara di Pengadilan Negeri Rembang Kelas II 2. 

Kendala yang terjadi selama penyelesaian perkara perdata secara sistem e-Court di Pengadilan 

Negeri Rembang Kelas II. Metode penelitian ini bersifat normative-empiris sehingga dapat 

dianalisis menjadi laporan menggunakan penafsiran hukum. Penelitian ini menghasilkan : 1. 

Penyelesaian perkara perdata secara e-Court di Pengadilan Negeri Rembang Kelas II sudah 

berjalan sesuai dengan dikeluarkannya PERMA Nomor 7 Tahun 2022 yang dapat dilihat dari 

jumlah keseluruhan perkara perdata yang diselesaikan melalui e-Court dari tahun 2020 sampai 

dengan Desember 2023 sebanyak 35 (0,060%) perkara yang berhasil diselesaikan menggunakan 

e-Court. 2. Kendala atau hambatan dari penyelesaian perkara perdata secara e-Court yang dilami 

Pengadilan Negeri Rembang yakni : kendala jaringan internet pada sistem e-Court, gapteknya 

masyarakat pencari keadilan dalam melaksanakan penyelesaian perkara perdata secara e-Court, 

serta kurangnya sosialisasi yang diberikan Pengadilan Negeri Rembang Kelas II kepada 

masyarakat pencari keadilan. 

Kata kunci: Efektivitas, E-Court, Perdata 

ABSTRACT 

 
 
This research aims to determine the effectiveness of the implementation of the e-court system in 

modern justice at the Rembang Class II District Court, motivated by the enactment of PERMA 

Number 7 of 2022 regarding amendments to PERMA Number 1 of 2019 concerning electronic 

administration of cases and trials in court. The problems discussed are: 1. The effectiveness of the 

e-Court system in the proceedings at the Rembang Class II District Court. 2. Obstacles that occur 

during the resolution of civil cases using the e-Court system at the Rembang Class II District Court. 

This research method is normative-empirical so it can be analyzed into a report using legal 

interpretation. This research resulted in: 1. Settlement of civil cases via e-Court at the Rembang 

Class II District Court has been running in accordance with the issuance of PERMA Number 7 of 

2022 which can be seen from the total number of civil cases resolved via e-Court from 2020 to 

December 2023 as many as 35 (0.060%) cases were successfully resolved using e-Court. 2. 

Obstacles or barriers to resolving civil cases by e-Court experienced by the Rembang District 

Court, namely: internet network problems in the e-Court system, lack of technology in the 



community seeking justice in carrying out the settlement of civil cases by e-Court, and the lack of 

socialization provided by the District Court Rembang Class II to people seeking justice. 

Keywords : Effectiveness, E-Court, Civil Law 

 

 
1. PENDAHULUAN 

Perkembangan zaman di era digital atau lebih popular disebut revolusi industri 4.0, sangat 

berpengaruh pesat kepada kehidupan manusia dengan menekankan pada pola digital Economy, 

Artificial Intelligence, Big Data, Robotic, dan lain sebagainya atau dikenal dengan fenomena 

Disruptive Innovation. Menghadapi tantangan tersebut, dunia Peradilan juga dituntut untuk 

melakukan perubahan-perubahan yang signifikan dalam melakukan tindakan hukum. 

Sejak keluarnya PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas PERMA Nomor 1 

Tahun 2019, tentang Administrasi Perkara dan persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang 

merupakan serangkaian proses penerimaan gugatan/ permohonan/ keberatan/ bantahan/ 

perlawanan/ intervensi, penerimaan pembayaran, penyampaian panggilan/ pemberitahuan, 

jawaban, replik, duplik, simpulan, penerimaan upaya hukum, serta pengelolaan, penyampaian, dan 

penyimpanan dokumen perkara perdata/ perdata khusus/ perdata agama/ tata usaha militer/ tata 

usaha Negara dengan menggunakan system elektronik yang berlaku di masing-masing lingkungan 

peradilan.1 

Tentunya, Mahkamah Agung pun tidak bisa berdiam diri dengan kondisi yang terjadi saat ini, 

karena masyarakat pencari keadilan yang akan menanggung semua kerugian itu, sehingga oleh 

karenanya terobosan dan pembaharuan harus terus dilaksanakan, untuk memberikan pelayanan 

yang lebih baik bagi para pencari keadilan.2 

Untuk mewujudkan hal tersebut perlu dilakukan pembaruan system guna mengatasi kendala 

dan hambatan dalam proses penyelenggaraan peradilan. Maka dengan itu perlu adanya terobosan 

baru yang dipadukan dengan kecanggihan teknologi zaman sekarang. 

Mahkamah Agung RI memberikan pernyataan akan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 mengenai 

administrasi perkara di Pengadilan melalui cara Elektronik. Hal ini ialah sebuah inovasi yang 

 

 
 

1 PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara 

dan persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. 
2 Mahkamah Agung, “Sambutan Sosialisasi Panggilan dan Pemberitahuan Dengan Surat Tercatat Antara MA 

Dengan PT. POS Indonesia”, Bandung 14 Juli 2023, hlm. 5 



diadakan Mahkamah Agung pada upaya membentuk reformasi dalam dunia peradilan di Indonesia 

melalui system e-Court.3 

e-Court ialah suatu aplikasi atau layanan yang memberikan kemungkinan bagi yang mencari 

keadilan bisa mendaftarkan perkaranya secara online dan mendapatkan pemanggilan yang 

dilakukan secara online pula. Adapun layanan e-Court terbagi atas e-filling (mendaftarkan perkara 

online), e-payment (membayarkan biaya perkara online), e-summons (dipanggil dengan cara 

online), dan e-litigasi (persidangan yang dilakukan secara online).4 

Deengan  adanya  prosees  sepe         ere      ti  itu  maka  dapat  meempere      cepate prosese  penyee  elesae                ian  dalam 

beerpere      kara di peengadilan. Dikareenakan dapat meengheemat waktu seerta dalam biaya peerkara tidak 

dibeebankan  lagi  teerhadap  para  pihak,  dan  juga  dapat  me engheemat  biaya  kareena  tidak  pere      lu 

meenghadiri kee      peengadilan dan tinggal meenunggu  informasi dari peengadilan untuk peenjadwalan 

atau court caleendar untuk ageen 

Peenyeeleesaian  peerkara  sece  

da-ageenda sidang seelanjutnya. 

ara e-Court ini, didasarkan pada PERMA Nomor 7 Tahun 2022 

teentang  pere      ubahan  atas  PERMA  Nomor  1  Tahun  2019  teentang  Administrasi  Peerkara  dan 

Peersidangan  di  peengadilan  seecara  eeleektronik.  Deengan  adanya  PERMA  Nomor  7  Tahun  2022 

seetidaknya ada beebeerapa hal baru yang diatur dalam PERMA tere      sebe         ut, yaitu: 1) peembayaran yang 

leebih  ringan  seesuai  deengan  asas  pere      adilan  2)  peme              anggilan  dan  peembeeritahuan  yang  dulunya 

dilakukan oleeh juru sita dan seekarsang dilakukan oleeh peetugas pos, deengan cara kere      ja sama antara 

PT. POS dan Peengadilan dan, 3) peersidangan yang dilakukan sece        ara onlinee. 

Bere      dasarkan  latar  beelakang  diatas peenulis  ingin  meeneeliti leebih  dalam me engeenai aplikasi e- 

Court  di Peengadilan Nege eeri Reembang  yang  ditinjau  dari sege  i Efeke tivitas Hukum deengan  judul 

“EFEKTIVITAS PENERAPAN SISTEM E-COURT DALAM PERADILAN MODERN DI 

PENGADILAN NEGERI KELAS II REMBANG” 

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah berupa: 1) 

Bagaimana  eefeektivitas  systeem  e-Court  dalam  prosese                beeracara  di  Peengadilan  Negeree  i  Reembang 

Keelas II? 2) Apakah ada kene         dala yang tere      jadi dalam peenggunaan systeem e-Court? 

Seesuai deengan rumusan masalah yang ditulis, maka tujuan yang ingin dicapai dalam pe eneelitian 

ini adalah Untuk meengeetahui Bagaimana eefeektivas peelaksanaan e-Court teerhadap prosees beeracara 

 

 

3 Mela Saputri,Jumiati, “Efektivitas Pelaksanaan Layanan Publik Dengan Aplikasi e-Court Di pengadilan Negeri 

Lubuk Sikaping”, Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik, Volume 5 Nomor 1, 2023, hlm. 35 
4 Ibid. 



e e e e e e e 

di Peengadilan Ne egeeri Reembang Kelas II. Serta Hasil peeneelitian ini diharapkan dijadikan se ebagai 

bahan acuan bagi Mahkamah Agung dalam me elakukan peembaharuan hukum acara pere      data untuk 

meewujudkan asas peeradilan seedeerhana, cepe         at, dan biaya ringan. 

 

2. METODE  

Jeenis peeneelitian  yang  akan digunakan dalam pe enulisan  hukum ini adalah peeneelitian normativee- 

eempiris.  Pene         eelitian  hukum  normative-e      eempiris  dapat  juga  diseebut  dengae n  peeneelit ian  hukum 

normative e            teerapan   adalah   peeneelitian   hukum   yang   meenjeelaskan   meengeenai   peembere      lakuan   / 

impleemeentasi keeteentuan hukum hormatif sece        ara peelaksanaan pada  sete      iap  jeenis pere      istiwa hukum 

tertentu yang terjadi di masyarakat.5 Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

meetodee     peeneelitian lapangan (field research) dimana pene         ilit i tere      jun langsung di teempat penee  elitian. 

Dalam  hal  ini,  untuk  meengete     ahui  ke-e      eefeke         tivitasan  peengeelolaan  peerkara  meenggunakan  e-Court 

meenurut  PERMA Nomor  1 tahun 2019  yang  seebagaimana  teelah  meengalami peerubahan deengan 

PERMA Nomor 7 Tahun 2012 teentang administrasi pere      kara dan peersidangan di peengadilan seecara 

eeleektronik   di Peengadilan  Neegeeri  Keelas  II  Reembang.  Untuk  lokasi peeneelitian  yaitu  teerdapat  di 

Peengadilan Neegeeri Keelas II Reembang. 

 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1. Efektivitas system e-Court dalam proses beracara di Pengadilan Negeri Rembang 

Kelas II 

Seecara  umum,  eefeke  tif  mere upakan  kata  dasar  dari  eefekte   ivitas,  yang  bere arti  keebere hasilan  dalam 

meencapai   tujuan   yang   teelah   diteentukan.   Hubungan   antara   harapan   deengan   peencapaian 

seesungguhnya  seelalu  teerkait  deengan  eefeke tivitas.  Seelain  peengeertian  tere seebut,  eefeke tivitas juga 

meengandung arti keeeefeke  tif-an yang bere arti peengaruh atau eefeke   seebuah kebee re hasilan. 

Meenurut Kamus Beesar Bahasa Indoneesia, eefeke  tivitas meemiliki tiga arti. Arti pere tama ialah 

tere dapat  adanya  suatu  eefeke  ,  akibat,  pengare uh ,  dan kesae   n.  Arti yang  keduae adalah  manjur  atau 

mujarab. Seedangkan Arti keetiga adalah dapat meembeerikan hasil atau hasil guna. Efeke 

juga diartikan seebagai peengukuran keebere hasilan untuk meencapai tujuan.6 

tivitas bisa 

 
 

 

5 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.133. 
6 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa (P3B), Departemen Pendidikan Dan 

Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), Hal. 250 



Efeektivitas  juga  dapat  diartikan  seebagai ukuran  bere hasil  tidaknya  suatu  organisasi dalam 

meencapai  tujuannya.  Seelanjutnya  istilah  eefeektivitas  adalah  peencapaian  tujuan  atau  hasil  yang 

dikeeheendaki tanpa meenghiraukan faktor-faktor tene 

yang teelah diteentukan.7 

aga, waktu, biaya, pikiran, alat-alat, dan lainnya 

 
dene 

e-Court   adalah sarana Peengadilan untuk meembeeri peelayanan teerhadap  masyarakat teerkait 

gan peendaftaran pere kara seeccara onlinee, taksiran panjar biaya seecara eeleektronik, peembayaran 

panjar  biaya  seecara  online,e   peemanggilan  secare a  onlinee  dan  pere sidangan  sece  ara  onlinee  deengan 

meengunggah  dokumeen  atau  beerkas  pere sidangan  baik  dalam tahap  Repe  lik,  Duplik,  Keesimpulan 

ataupun  Jawaban.8  Keebeeradaan  aplikasi  e-Court  diharapkan  mampu  meeningkatkan  peelayanan 

mulai peendaftaran hingga peersidangan dan dapat mere ingankan biaya dan waktu masyarakat sere ta 

meemudahkan saat meelakukan peendaftaran peerkara maupun saat peersidangan. 

Systeem  e-Court  peertama  kali  direesmikan  pada  tahun  2018  oleeh  Mahkamah  Agung. 

Peereesmian  ini  diharapkan  mampu  meembawa  peerubahan  administraso  di  Peengadilan  deengan 

meeringkas   prosees   dan   meengheemat   biaya   yang   dibutuhkan   seehingga   mampu   meendorong 

peertumbuhan  modere nisasi  manajeemeen  peerkara  di  lingkungan  peeradilan.9  Masih  banyak  sarana 

prasarana yang harus dipeenuhi untuk dapat meelaksanakan aplikasi e-Court, seehingga tahap awal 

pene ere apan  e-Court  dilakukan  seecara  beertahap  di  bebe eerapa  Peengadilan  Nege eeri  peercontohan  di 

Indonese  ia.10 

E-Court   diartikan  seebagai  aplikasi  yang   digunakan  untuk   meemprosese ,   gugatan  atau 

pere mohonan,  peembayaran  pere kara  seecara  eeleektronik,  seerta  meelakukan  panggilan  sidang  yang 

beersifat eeleke  tronik. Ruang aplikasi e-Court adalah seebagai bere ikut : pere kara pende aftaran onlinee (e- 

Filling), peembayaran panjar biaya onlinee (e-Payment), peemanggilan eeleektronik (e-Summons), dan 

peersidangan onlinee (e-Litigation).11 

Undang-Undang meengeenai Mahkamah Agung diatur dalam Pasal 79 Nomor 14 Tahun 1985 

Teentang  Mahkamah  Agung.  Undang-Undang  ini  meenyeebutkan  bahwa  apabila  UU  Mahkamah 

 

7 Asnawi, “Efektivitas Penyelenggaraan Publik”, Jurnal (Vol, I; UMM; 2016), hlm. 19 
8 Mahkamah Agung RI, Buku Panduan E-Court Mahkamah Agung 2019 (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2019). 7. 
9 Mahkamah Agung RI. (2020). Ketua Mahkamah Agung Luncurkan Aplikasi E-Court. Available online at: 

www.mahkamahagung.go.id. [Accessed Oktober 9, 2023] 
10 Annisa Dita Setiawan; Artaji; Sherly Ayuna Putri, “Implementasi Sistem E-Court dalam Penegakan Hukum Di 

Pengadilan Negeri”, Jurnal Poros Hukum Padjadjaran, Volume 2 Nomor 2, hlm.204 
11 Mumtaza Azzahiroh; Hasan Alfi Zamahsari; Yan Mahameru, “Implementasi Aplikasi E-Court Dalam Mewujudkan 

Pelayanan Publik Yang Baik Di Pengadilan Negeri Kota Malang’, Jurnal Teknologi dan Komunikasi Pemerintahan, 
Vol.2 No.2, hlm. 65 

http://www.mahkamahagung.go.id/


e       e 

e e e e e e e e 

e e e e 

Agung beelum cukup meembantu dalam usahanya untuk meempeerlancar peenyeeleenggaraan peeradilan 

di bawah nanungannya, maka Mahkamah Agung beerhak untuk meembeentuk suatu peeraturan.12 

E-Court   meerupakan   salah   satu   beentuk   impleemeentasi   Sisteem   Peemeerintahan   Beerbasis 

Eleke         tronik (SPBE), yang  dimana tere      tuang dalam Pere      aturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 

2019 seebagaimana teelah diubah dalam Peeraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022. Dalam 

PERMA Nomor 7 Tahun 2022 te erseebut  diteerangkan bahwa sisteem informasi peengadilan adalah 

seeluruh sisteem informasi yang disede          iakan oleeh Mahkamah Agung untuk meembere      i peelayanan yang 
13 

meeliputi administrasi, peelayanan peerkara, dan peersidangan sece        ara elektronik. 

Disini peeneeliti akan meelakukan analisis peerubahan pada Pasal 12 PERMA Nomor 7 Tahun 

2022  atas  PERMA  Nomor  1  Tahun  2019  “Dalam  hal  pe endaftaran  peerkara  dilakukan  seecara 

eeleektronik, maka Peengguna Teerdaftar dan Peengguna Lain meembayar panjar biaya peerkara seesuai 

deengan taksiran sece        ara eelekte               ronik”, yang diubah deengan adanya peenambahan “Peengguna Tere      daftar 

atau  Pene         gguna  Lain  dapat  meenggunakan  layanan  peembeebasan  biaya  peerkara  deengan  tahapan 

beerikut : (2) a. meengunggah dokumeen peermohan; dan b. meengunggah dokumeen keetidakmampuan 

sece        ara eekonomi. (3) Dokumeen keetidakmampuan seecara eekonomi seebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) huruf b. diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 14 

Seelanjutnya peerubahan pada Pasal 15 PERMA Nomor 7 Tahun 2022 atas PERMA Nomor 1 

Tahun  2019  teentang  Panggilan  dan  Peembeeritahuan  Seecara  Eleektronik  yang  diubah  seehingga 

beerbunyi  “  (1)  Panggilan/peembeeritahuan  seecara  eeleektronik  disampaikan  keepada:  a.Peenggugat; 

b.Teergugat yang Domisili Eleektroniknya teelah dicantumkan dalam gugatan; c.Tere      gugat yang teelah 

meenyatakan  peerseetujuannya;  atau  d.Para  pihak  yang  prose es  peerkaranya  teelah  dilakukan  seecara 

eeleke         tronik. (2) Dalam hal Tere      gugat teelah dipanggil seebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

tidak hadir, pemanggilan selanjutnya dilakukan melalui Surat Tercatat. 15 

Salah satu peerubahan yang me encolok pada kete     eentuan Peeraturan Mahkamah Agung Nomor 7 

Tahun 2022 tene         tang Administrasi Pere      kara dan Pere      sidangan di Peengadilan Negeree  i Reembang adalah 
 

 

 

 

12 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1985 Nomor 73. 
13 Pasal 1 angka 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Perubahan Peraturan 

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara 

Elektronik. 
14 Pasal 12 PERMA Nomor 7 Tahun 2022 
15 Pasal 15 PERMA Nomor 7 Tahun 2022 



e e e e e 

e e e e e 

keeteentuan meengeenai peendaftaran peerkara. Keetene         tuan meengenae  i peendaftaran pere      kara onlinee      ini di 

atur dalam PERMA Nomor 7 Tahun 2022 pada Pasal 12. 

Soere      jono Soeekanto meengatakan bahwa eefeke         tif atau tidaknya suatu hukum dapat dilihat dari 

lima faktor, yaitu dari faktor hukumnya se endiri, faktor pene ege ak hukum, faktor sarana, faktor dari 

masyarakat, dan faktor budaya.16 Berikut Penulis membahas dan memahami, indikator efektivitas 
e  e  e  e  e        e 

 

 
 
 

hukum meenurut Soeerjono Soeekamto, yaitu : 

a) Faktor Hukum 

Hukum dapat  diartikan dan dimaknakan se ebagai Peeraturan  yang  tere      tulis  yang  bere      lakukan 

untuk seegeenap warga Nege         ara sere      ta dirancang oleeh suatu leembaga Nege         ara atau peemeerintah. Dalam 

peeneelitian  ini  landasan  hukumnya  pada  dasarnya  siste em E-Court  bere      peedoman deengan PERMA 

Nomor 1 Tahun 2019 yang diseempurnakan oleeh PERMA Nomor 7 Tahun 2022. Dilihat  se ecara 

yuridis  bahwa  PERMA  teerseebut  teelah  seesuai  deengan  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009 

Teentang Keekuasaan Keehakiman. 

b) Faktor Penegak Hukum 

Peeneegakan Hukum di Peengadilan Nege         eeri Reembang teelah bere      hasilkan meenere      apkan PERMA 

dalam peenye eleesaian peerkara  peerdara  mulai dari peendaftaran pere      kara  peerdata meelalui eeleke         tronik, 

peembayaran   uang   muka   meelalui   eeleektronik,   peemanggilan   sidang   seecara   eeleektronik,   dan 

keeseeluruhan pere      sidangan eeleektronik pada Peengadilan. 

Me enurut Bapak Iqbal Albanna, S.H., M.H. Hakim di Pe engadilan Neegeeri Reembang seelaku 

peeneegak  hukum  dituntut  harus  bisa  me enggunakan  sisteem  e-e      Court,  kareena  prosees  lanceer  atau 

eefeektifitas peenyeeleesaian peerkara  pere      data  seecara  sisteme e-e      Court  salah  satu  faktornya  adalah dari 

Penegak Hukum di Pengadilan.17 Menurut Bapak Arnold Ray Kamba. A. Md., S.H. selaku 

Paniteera Peengganti Peengadilan Nege         ere      i Reembang Keelas IB, seeluruh pegawe  ai dan staff yang ada di 

Peengadilan Neegeeri Reembang sudah harus bisa meenggunakan sisteem ee-Court mulai dari tahapan 

Pendaftaran hingga ke tahapan akhir yakni pelaksanaan persidangan (e-Litigation).18 

c) Faktor Sarana dan Fasilitas 
 

 

 

 

16 Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum ................ , 108. 
17 Hasil wawancara dengan Bapak Iqbal Albanna, S.H., M.H. , Hakim Pengadilan Negeri Rembang, Pada Tanggal 22 

Desember 2023. 
18 Hasil wawancara dengan Bapak Arnold Ray Kamba, A. Md., S.H. , Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Rembang, 

Pada Tanggal 22 Desember 2023. 



Fasilitas   sarana   dan   prasarana   tere      masuk   faktor   peendukung   tanpa   adanya   bantuan 

infrastruktur yang ada, Pene 

fasilitas yang ada. 

d) Faktor Masyarakat 

eegakkan hukum tidak dapat beerfungsi deengan maksimal tanpa bantuan 

Faktor dari masyarakat dapat dilambangkan dari tingkat kese       adaran hukum yang tumbuh dan 

hidup  dalam  lingkungan  masyarakat  hukum  untuk  dapat  me engindahkan  teerhadap  hukum  di 

masyarakat harus tinggi. Tingginya tingkat keepatuhan yang ada diteengha masyarakat teentunya hal 

ini  juga  dapat  meempeermudah  pene 

Reembang. 

ye eleesaian  peerkara  yang  ada  teerutama  di  Peengadilan  Neegeeri 

Keesadaran masyarakat tere      hadap hukum makin tinggi, tidak hanya de engan peeraturan hukum 

saja  teetapi  peemahaman  masyarakat  meengeenai  peeneerapan  sisteem  ee-Court  di  Peengadilan  Neegeeri 

Reembang juga sudah beeropeerasikan sece        ara baik. 

Peenyeeleesaian peerkara peerdata sece        ara sisteem ee-Court di Peengadilan Neegeeri Reembang mulai 

dari tahun 2019 sampai deengan Deeseembere           2023, dapat dikeemukakan dalam tablee     beerikut ini : 

Tabel 1 

Penyelesaian Perkara Perdata Secara Sistem E-Court di Pengadilan Negeri Rembang 

Kelas IB Tahun 2020. 

 

 

NO 

 

Jene          is Peerkara 
Peerkara 

Masuk 

 

E-Litigation 

 

Konvene          sional 
Jumlah 

Peerkara 

1 Gugatan 21 - 21 21 

2 
Gugatan 

Seedere      hana 
11 - 11 11 

3 Peermohonan 81 - 81 81 
Sumber : Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Rembang Kelas IB 

 

Tabel 2 

Penyelesaian Perkara Perdata Secara Sistem E-Court di Pengadilan Negeri Rembang 

Kelas IB Tahun 2021. 

 
 

NO 

 

Jene          is Peerkara 
Peerkara 

Masuk 

 

E-Litigation 

 

Konvene          sional 
Jumlah 

Peerkara 

1 Gugatan 21 - 21 21 

2 Gugatan 

Seedeerhana 
14 - 14 14 



3 Peermohonan 80 - 80 80 
Sumber : Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Rembang Kelas IB 

 

Tabel 3 

Penyelesaian Perkara Perdata Secara Sistem E-Court di Pengadilan Negeri Rembang 

Kelas IB Tahun 2022. 

 
 

NO 

 

Jene          is Peerkara 
Peerkara 

Masuk 

 

E-Litigation 

 

Konvene          sional 
Jumlah 

Peerkara 

1 Gugatan 22 - 22 22 

2 
Gugatan 

Seedere      hana 
17 - 17 17 

3 Peermohonan 97 - 97 97 
Sumber : Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Rembang Kelas IB 

 

Tabel 4 

Penyelesaian Perkara Perdata Secara Sistem E-Court di Pengadilan Negeri Rembang 

Kelas IB Tahun 2023. 

 
 

NO 

 

Jene          is Peerkara 
Peerkara 

Masuk 

 

E-Litigation 

 

Konvene          sional 
Jumlah 

Peerkara 

1 Gugatan 18 12 6 18 

2 
Gugatan 

Seedere      hana 
28 7 21 28 

3 Peermohonan 171 16 155 171 
Sumber : Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Rembang Kelas IB 

 

Beerdasarkan  tabeel 1-4  diatas  dapat  dikeetahui  bahwa  peenyeeleesaian  peerkara  peerdata  seecara 

sisteem ee-Court di Peengadilan Neegeeri Reembang Keelas IB dalam beentuk peerkara peerdata gugatan 

dari tahun 2020 sampai De eseembere          2023, pere      kara yang masuk seebanyak 82 pere      kara pere      data gugatan 

diseeleesaikan meelalui E-Litigation seebanyak 12 pere      kara (0,146%) meelalui konveensional seebanyak 

70 Peerkara (0,853%). Gugatan seedeerhana yang masuk seebanyak 70 peerkara diseeleesaikan meelalui 

E-Litigation seebanyak 7 peerkara (0,1%) dan me elalui konveensional seebanyak 63 peerkara (0,9%). 

Teerakhir  adalah pe ermohonan yang masuk seebanyak 429 Peerkara, diseeleesaikan meelalui E-Litigation 

seebanyak  16  peerkara  (0,037%)  dan  me elalui  peersidangan  konveensional  seebanyak  413  peerkara 

(0,962%). 



Beerdasarkan data di atas, meenunjukkan bahwa peenyeeleesaian peerkara peerdata seecara sisteem ee- 

Court  di  Peengadilan  Nege          ere      i  Reembang  keelas  II  mulai  dari  Tahun  2020  sampai  de engan  bulan 

Deeseembere                Tahun  2023  meenunjukkan  angka  keesadaran  masyarakat  dan  peeneegak  hukum  atas 

peemahaman meengeenai sisteem e-e      Court. 

Jika dilihat juga dari tabeel diatas tidak seecara meenyeeluruh untuk peenye eleesaian peerkara peerdata 

meelalui  peersidanngan  eeleektronik  (E-Litigation)  yakni  salah  satu  layanan  dalam  siste em  ee-Court 

teetapi  jika  dilihat  dari  tahun  ke e         tahun  Peengadilan  Neegeeri  Reembang  baru  saja  meelakukan  E- 

Litigation pada tahun 2023, sede         angkan pada tahun 2020-2022 masih meenggunakan pere      sidangan 

seecara  Konveensional.  Hal  teerseebut  meerupakan  peerubahan  yang  cukup  baik  pada  pe elaksanaan 

pere      kara peerdata seecara sisteem ee-Court di Peengadilan Neegeeri Reembang Keelas IB. 

e) Faktor Kebudayaan 

Faktor budaya meencakup dari nilai-nilai atau norma-norma sere      ta peerilaku-peerilaku hukum 

yang hidup dan tumbuh di lingkungan masyarakat hukum. Hal ini me empeengaruhi peerilaku hukum 

yang tumbuh di masyarakat yang meengeenai pere      ilaku hukum yang baik dan pere      ilaku hukum yang 

buruk. Seemakin tingginya budaya hukum yang baik tumbuh dan bere      keembang pada masyarakat, 

salah satu pene         ye ebabnya yakni deengan adanya pere      keembangan teknoe  logi dan informasi. 

3.2. Faktor Penghambat atau Kendala Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Secara 

Sistem E-Court di Pengadilan Negeri Rembang Kelas IB 

Seelama hampir 1 Tahun diadakannya pe elaksanaan pene ye eleesaian pere      kara peerdata sece  ara sisteem E- 

Court di Peengadilan Nege         eeri Reembang Keelas IB tere      nyata diteemukan adanya seejumlah kende  alah atau 

hambatan dari peeneerapan sisteem E-Court yang beerasal dari faktor sarana dan prasarana sepe         ere      ti yang 

teelah dijeelaskan  bahwasanya  sarana  dan prasarana  me enurut  dari pandangan soeerjono  soeke         amto 

meerupakan  salah   satu   faktor   yang   dapat   me endukung   seerta   meenunjang   adanya   eefeektivitas 

peenege          akkan hukum dari suatu aturan, bere      ikut kende ala atau penge  hambat yang pere      nah dirasakan atau 

diteemukan dalam meelakukan peelaksanaan peenyeeleesaian peerkara peerdata dalam sisteem E-Court di 

Peengadilan Neegere      i Reembang Keelas II, Sebe  

a) Kendala Jaringan Internet 

agai beerikut : 

Seebuah  program  yang  dilakukan  seecara  eeleke         tronik  ataupun  onlinee        akan  sangat  bere      kaitan 

deengan  jaringan,  apabila  seebuah  jaringan  beermasalah  maka  otomatis  peelaksanaan  dari  seebuah 

program teersebe         ut akan kurang eefekte               if peelaksanaannya. Tere      utama dalam aplikasi e-e      Court ini. 



e e e e e 

Intere      nete               meerupakan  salah  satu  kebute  uhan  yang  bagi  beebere      apa  orang  sangatlah  peenting. 

Inteerneet bisa dibilang mere      upakan salah satu kebe         utuhan pokok masyarakat di seeluruh peelosok dunia 

pada saat ini, bahkan ada ebe         agian orang yang mere      asa bahwa intere      nete          mere      upakan kebute  uhan nomor 

satu bagi dirinya yang tak teergantikan. 

b) Keendala Kurangnya Informasi Me engeenai Teeknologi Sisteem E-Court atau Sosialisasi 

Beerdasarkan  hasil  peembicaraan  wawancara  beersama  Bapak  Iqbal  Albanna,  S.H.,  M.H. 

Seelaku  Hakim di Peengadilan Nege         eeri Reembang  mene         eerangkan adanya  keendala  yakni,  kurangnya 

informasi meengeenai peenere      apan sisteem e-e      Court, pada saat awal diteerapkannya peenyeeleesaian pere      kara 

peerdata  deengan  sisteem  ee-Court  me embuat  masyarakat  peencari  keeadilan  di  Peengadilan  Nege         eeri 

Reembang meerasa kurang adanya informasi atau sosialisasi yang dilakukan oleeh Peengadilan Neegeeri 

Reembang. Teetapi nyatanya pihak Peengadilan Neegeeri Reembang teelah meelakukan sosialisasi yang 

diikuti oleeh badan-badan peemeerintahan yang bere      ada di wilayah Peengadilan Nege         ere      i Reembang Keelas 

II. 19 

c) Keendala kurang Informasi Teke          nologi Sisteem E-Court atau Gapteek 

Bapak  Arnold  Ray  Kamba,  A.  Md.,  S.H.  Juga  me enyatakan  adanya  keendala  meengeenai 

gapteke nya  atau  gagal  peengeetahuan  meengeenai  teke nologi,   kurangnya  peengeetahuan  meengeenai 

teke nologi seerta informasi yang bere      basis intere      neet pada kalangan masyarakat peencari keae  dilan waktu 

peertama kali dilaksanakannya pe enyeeleesaian pere      kara peerdata seecara ee-Court di Pene         gadilan Negeree  i 

Reembang Ke elas IB dikareenakan barunya peeneerapan sisteem ee-Court meembuat masyarakat seedikit 

kebingungan dengan kebijakan tersebut.20 

 
Nege  

Bere      dasarkan  uraian  dari  pene         eelitian  diatas  bahwa  keendala  yang  dihadapi  dari  Peengadilan 

eeri Reembang Keelas II hanya dirasakan pada awal-awal diteerapkannya peenyeeleesaian peerkara 

peerdata di Peengadilan Neegere      i Reembang Keelas II, dan meengeenai gapteeknya pihak peencari keeadilan 

nantinya akan dibantu oleeh pihak Peengadilan Nege  eeri Reembang seehingga pihak pene cari keeadilan 

tidak meengalami keesulitan dalam me elakukan peerkara peerdata seecara sisteem ee-Court di Peengadilan 

Neegeeri Reembang Keelas II. 

 

 

 

 
 

19 Hasil wawancara dengan Bapak Iqbal Albanna, S.H., M.H. , Hakim Pengadilan Negeri Rembang, Pada Tanggal 22 

Desember 2023. 
20Hasil wawancara dengan Bapak Arnold Ray Kamba, A. Md., S.H. , Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Rembang, 

Pada Tanggal 22 Desember 2023. 



4. PENUTUP 

Efektivitas penyelesaian perkara perdata secara sistem e-Court di Pengadilan Negeri Rembang 

Kelas II sudah dapat dilaksanakan sesuai dengan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 atas perubahan 

PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara 

Elektronik. Efektivitas tersebut dapat dilihat dari segi waktu, tenaga, dan juga ditinjau dari 

penyelesaian perkara perdata secara sistem e-Court. 

Penyelesaian perkara perdata mulai dari perkara gugatan dari tahun 2020-Desember 2023, 

perkara masuk sebanyak 82 perkara perdata gugatan yang diselesaikan melalui E-Litigation 

sebanyak 12 (0,146%) perkara dan perkara yang diselesaikan melalui persidangan konvensional 

sebanyak 70 (0,853%) Perkara. Gugatan sederhana yang masuk sebesar 70 Perkara, diselesaikan 

melalui E-Litigation sebanyak 7 (0,1%) perkara dan dilakukan secara konvensional sebanyak 63 

(0,9%) Perkara. Sedangkan perkara permohonan yang masuk sebanyak 429 Perkara, diselesaikan 

melalui E-Litigation sebanyak 16 (0,037%) perkara dan secara konvensional sebanyak 413 

(0,962%) perkara. Mengenai data tersebut, sudah bisa dikatakan efektif karena tidak 

dilaksanakannya persidangan secara E-Litigation pada peraturan PERMA Nomor 1 Tahun 2019, 

sedangkan setelah ditetapkannya PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Pengadilan Negeri Rembang 

sudah menetapkan persidangan secara E-Litigasi secara menyeluruh. 

Kendala-kendala yang dialami oleh Pengadilan Negeri Rembang Kelas II dalam menerapkan 

penyelesaian perkara perdata secara e-Court di Pengadilan Negeri Rembang Kelas IB yaitu adanya 

kendala jaringan atau buruknya jaringan, adanya kendala minim atau kurangnya informasi 

mengenai sistem e-Court, serta juga adanya kendala gapteknya masyarakat pencari keadilan. 

Berdasarkan hasil penelitian di atas, Diharapkan penerapan sistem e-Court pada Pengadilan 

Negeri Rembang kelas IB semakin bermanfaat dan memudahkan para pencari keadilan dalam 

penyelesaian perkara perdata, dan diharapkan Pengadilan Negeri Rembang Kelas IB dapat lebih 

giat lagi untuk melakukan sosialisasi terhdap masyarakat pencari keadilan agar dapat mengetahui 

manfaat dari pelaksanaan e-Court itu sendiri. 
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